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ABSTRAK  

 

Axell Wisesa Saguni. NPM: 92011403161031. Penggunaan Bukti Medis Dalam 

Pembuktian Kasus Pidana Terkait Penyalahgunaan Narkotika. Di bimbing 

oleh Ester Balebu dan Erwin Taroreh. 

 

Kata Kunci: Bukti Medis, Pembuktian, Narkotika. 

 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa 

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.Dalam pembuktiannya, kasus 

pidana penyalahgunaan narkotika dapat dibuktikan dengan bukti medis guna 

membantu serta mendukung alat bukti lainya yang dan dapat meningkatkan 

efektifitas dan efiensi sistem pembuktian pidana narkotika. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah 

penggunaan bukti medis dalam memperkuat pembuktian kasus pidana terkait 

penyalahgunaan narkotika? 2. Bagaimanakah keakuratan bukti medis sebagai alat 

pembuktian dalam kasus penyalahgunaan narkotika?. 

 Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach atau 

pendekatan perundang-undangan dan conceptual approach atau pendekatan 

konseptual. 

 Dalam penggunaan bukti medis untuk memperkuat pembuktian kasus 

pidana penyalahgunaan narkotika, perlu adanya keterkaitan dengan bukti lain yang 

di kemukakan dalam persindangan. Bukti medis dapat dijadikan sebagai alat bukti 

surat yang dituangkan dalam bentuk berita acara, dan dapat menjadi alat bukti 

keterangan ahli apabila diperlukan untuk memahami isi dari bukti medis 

tersebut.Dalam hal keakuratan bukti medis perlu melewati uji laboratorium dengan 

menggunakan teknologi yang memadai agar bukti medis dapat menjamin 

keabsahan dan keandalanya dalam pembuktian guna mencapai kepastian hukum. 
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 BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

      Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tertulis 

didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam 

pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. 

sehingga, semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia harus berpedoman atau 

berdasar atas hukum. Hal ini mempunyai arti yang sangat penting dalam aspek 

kehidupan baik dalam bertingkah laku sebagai masyarakat maupun dalam 

hubungannya dengan orang lain. 

      Hukum merupakan perintah dan kehendak yang dibuat oleh negara untuk 

memberikan kepercayaan dan perlindungan kepada masyarakat.Tugas hukum 

untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan 

masyarakat individu maupun kelompok, agar kepentingan satu dengan lainnya 

dapat saling berkaitan dan tidak saling bertentangan. 

      Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah serius di berbagai negara 

terlebih khusus Indonesia.Penyalahgunaan narkotika dapat meyebabkan dampak 

yang negatif bagi individu yang bersangkutan, maupun bagi masyarakat dan 

negara secara keseluruhan. 

      Narkotika sendiri adalah zat atau obat yang berguna untuk pengobatan 

penyakit tertentu, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai 

standar pengobatan sehingga akan merugikan diri sendiri maupun masyarakat, 

terlebih khusus anak muda.  
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      Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak lagi dilakukan oleh 

perorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang bekerja sama bahkan 

membentuk sindikat yang terorganisir. Dengan adanya hal tersebut peredaran 

narkotika semakin marak dan mudah didapat oleh masyarakat sehimgga 

mengakibatkan melemahnya ketahanan nasional.  

      Tindak pidana narkotika juga saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, 

di karenakan pelaku penyalahgunaan narkotika bukan hanya masyarakat biasa 

ataupun remaja namun para elit politik, pejabat serta para oknum aparat banyak 

yang menyalahgunakannya. Maka dari itu perlu adanya peran pemerintah baik 

dalam pencegahan, maupun sanksi hukum yang tegas bagi setiap orang yang 

menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 

narkotika. 

      Dalam penanganan kasus pidana terkait narkotika, memerlukan pembuktian 

yang kuat untuk mendukung proses peradilan yang adil dan akurat. Adapun 

definisi dari hukum pembuktian merupakan bagian dari Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) yang mengatur berbagai jenis alat bukti yang sah menurut hukum, 

sistem yang dianut dalam pembuktian, persyaratan dan tata cara penyampaian 

bukti serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu 

bukti.  

      Pembuktian merupakan titik sentral dalam hukum acara pidana. karena itu 

hakim harus cermat, hati-hati, dan dewasa dalam menilai dan 

mempertimbangkan nilai pembuktian dan dapat memeriksa batas minimum 
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kekuatan pembuktian atau bewijskracht dari setiap alat bukti yang sah menurut 

hukumnya.  

      Pembuktian adalah ketentuan yang memuat uraian dan pedoman tentang 

cara-cara yang diizinkan oleh hukum untuk membuktikan kesalahan yang 

didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang 

mengatur tentang alat bukti yang diperbolehkan menurut undang-undang, yang 

diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

      Dalam pasal 183 KUHAP ditegaskan setidaknya harus dua alat bukti yang 

sah agar hakim dapat memutus salah atau tidaknya terdakwa, sedangkan dalam 

kasus pidana narkotika biasanya hanya alat bukti saksi yang digunakan. Hal ini 

akan sulit membuktikan apabila saksi tidak dapat menunjukan bukti perbuatan 

tindak pidana yang dilakukan dan tidak dapat menunjukan bahwa bukti 

tersebutlah yang digunakan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa.  

      Hal tersebut disebabkan kasus pidana narkotika merupakan kejahatan tanpa 

korban artinya kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali. Namun, 

pelakunya sebagai korban atau dalam kriminologi disebut crime without victim.   

Maka dari itu bukti medis sering menjadi elemen kunci dalam pembuktian kasus 

pidana terkait narkotika, karena dapat memberikan informasi objektif mengenai 

penggunaan atau penyalahgunaan narkotika tersebut.  

      Bukti medis yang dapat digunakan dalam pembuktian kasus pidana 

narkotika antara lain hasil pengujian sampel urin dan hasilpengambilan sampel 

darah. Hal ini disebabkan karena dalam kasus pidana narkotika pelaku yang 
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sekaligus korban pasti akan mengalami gangguan kesehatan yang diakibatkan 

efek samping dari penyalahgunaan obat-obatan atau zat terlarang tersebut. 

Tetapi dalam praktiknya, penggunaan bukti medis sebagai alat bukti dalam 

kasus pidana penyalahgunaan narkotika memiliki tantagan tersendiri. Tantangan 

tersendiri yang dimaksud ialah faktor-faktor eksternal dimana dalam proses 

pengambilan dan pengujian sampel terjadi kontaminasi sampel atau kesalahan 

dalam prosedur pengambilan sampel yang memengaruhi validitas bukti medis. 

 Selain itu juga dalam penggunaan bukti medis untuk membuktikan kasus 

pidana terkait penyalahgunaan narkotika harus memperhatikan privasi dari 

terdakwa. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan prosedur yang 

ketat dalam penggunaan bukti medis dalam konteks hukum.  

      Selanjutnya, yang membuat penulis membahas lebih lanjut mengenai bukti 

medis, dikarenakan pada masa Kuliah Kerja Profesi Hukum (KKPH), penulis 

ditempatkan di dalam instasi BNNK Poso. Hal ini yang membuat penulis tertarik 

dalam melakukan penelitian terhadap bukti medis jika digunakan dalam kasus 

pidana penyalahgunaan narkotika.  

       Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan kajian dan penelitian 

dengan judul “PENGGUNAAN BUKTI MEDIS DALAM PEMBUKTIAN 

KASUS PIDANA TERKAIT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”. 

 

 

    A. Rumusan Masalah  
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Hal yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Bagaimanakah penggunaan Bukti Medis dalam memperkuat Pembuktian 

Kasus Pidana terkait Penyalahgunaan Narkotika? 

2. Bagaimanakah keakuratan Bukti Medis sebagai alat Pembuktian dalam Kasus 

Penyalahgunaan Narkotika?  

B. Tujuan Penelitian  

         Penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui penggunaan Bukti Medis dalam memperkuat Pembuktian 

Kasus Pidana terkait Penyalahgunaan Narkotika. 

2. Untuk mengetahui keakuratan Bukti Medis sebagai alat bukti Pembuktian 

dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika. 

    C. Manfaat Penelitian  

        Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah : 

1. Dapat memberikan peengetahuan terhadap penulis mengenai kegunaan bukti 

medis dalam Pembuktian Kasus Pidana terkait Penyalahgunaan Narkotika. 

2. Dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana Bukti 

Medis dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Pembuktian Kasus 

Pidana terkait Penyalahgunaan Narkotika sehingga memperkuat landasan 

hukum dalam pengadilan.  

3. Dapat membantu memastikan bahwa kekuatan penggunaan Bukti Medis 

dapat menangani kasus Penyalahgunaan Narkotika, sehingga mengurangi 
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stigmatisasi dan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap penegak 

hukum.   
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